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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Laporan Skripsi. Laporan yang merupakan salah satu syarat kelulusan di Program
Studi IImu Pemerintahan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Medan
Area.

Adapun judul laporan ini adalah* Proses Pengurusan Izin Usaha Pemakaian
Kios / Lods Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat ”.
Dalam hal ini penulis menyadari masih adanya keterbatasaan kemampuan dan
pengalaman penulis yang terbatas. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran
yang membangun demi kesempurnaan dari Laporan Skripsi ini.

Selesainya, laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas menyampaikan
ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. HA. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan

Area.

2. Bapak Prof. Dr. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas [Imu Sosial Politik

Universitas Medan Area.

3. Bapak Drs. H.M. Husni Thamrin Nst, M.Si, selaku dosen Pembimbing I.
4. Bapak Rudi Salam Sinaga,S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial

Politik Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing Il.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan je]as dalam pasal 18 B
ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah merupakanBanyaknya orang yang tertarik
untuk mendirikan suatu badan usaha tak terlepas dari pentingnya izin usaha
sebagai aspek hukum yang harus dipenuhi. Demi keamanan dan kelancaran proses
berjalannya suatu usaha diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi,
termasuk izin, mengingat negara kita ini adalah negara yang berdiri dengan dasar-

dasar hukum.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintahsejak
tahun 2001 telah membawa banyak perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan
di daerah. Salah satu perubahan itu adalah perubahan pemberian wewenang yang
lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Melalui
otonomi, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan mengelola dan
menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan
masyarakatnya. Proses kebijakan menjadi lebih responsif dan partisipatif karena
kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan

Pemda.

Berbagai perubahan dalam bidang pelayanan publik telah berlangsung di
era reformasi dan otonomi meskipun tidak sebaik yang diharapkan. Namun
efisiensi dan efektivitas pelayanan telah menunjukkan sedikit peningkatan, baik
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dalam hal perizinan, pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, dan pelayanan

publik lainnya.

Dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan
perlakuan dan besar kecilnya rente birokrasi masih jauh dari yang diharapkan,
namun secara umum stakeholders menilai bahwa kualitas pelayanan publik

mengalami perbaikan setelah diberlakukannya otonomi daerah.” (www.lan.go.id)

Pemerintah Daerah harus menyadari bahwa hakekat pemberian otonomi
adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat di sini sebagai
pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan. Pelayanan

yang didambakan oleh masyarakat harus mencakup ciri-ciri :

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat-buat.

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran, atau untaian
kata lain untuk dinas atau alasan untuk kesejahteraan.

Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan

(O8]

yang sama, tertib dan tanpa pandang bulu.

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena
sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan,
sehingga orang tidai( menunggu sesuatu yang tidak menentu. (H.A.S. Moenir,

2006 : 41)

Meskipun telah terjadi pergeseran sistem dari sentralistik ke desentralistik
yang memungkinkan kualitas pelayanan publik meningkat, namun hingga
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Dengan kepemilikan izin usaha, seorang pengusaha telah sedini mungkin
menjauhkan kegiatan usahanya dari tindakan pembongkaran dan penertiban.
Hal tersebut berefek memberikan rasa aman dan nyaman akan
keberlangsungan usahanya. Legalisasi merupakan sarana yang pemerintah
sediakan agar kenyamaan dalam melakukan kegiatan usaha dirasakan oleh para

pelakunya.

2. Sebagai Sarana promosi

Kegiatan promosi merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk
mendongkrak omzet penjualan serta sebagai ajang pengenalan bagi usaha yang
baru dibuka. Dalam promosi tersebut, tidak lupa pengusaha mempromosikan
komoditas yang disediakan. Tidak ketinggalan ia memberikan semacam
kelebihan dari servis yang mereka berikan kepada calon konsumen. Misalnya
dengan diadakannya potongan harga, delivery order, atau bentuk pelayanan
lainnya.

Dengan mengurus dokumen-dokumen hukum tentang kegiatan usaha,
secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Hal ini
dikarenakan pencatatan izin usaha dilakukan beberapa tahapan lokasi, pertama
melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan dan seterusnya. Dengan
komunikasi seperti itu, kegiatan ini tentunya menjadi ajang promosi secara -
individu. Setelah izin usaha dan dokumen-dokumen lainnya telah selesai,
promosi lainnya mulai dapat dilakukan. Sebagai usaha yang telah terdaftar
dalam lembaga pemerintahan yang menaungi jenis usaha maka setiap orang

dapat mengakses data-data tersebut.
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3.

4.

Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha
telah mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi hukum
yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada
diri. Kepatuhan pengusaha. tersebut merupakan bentuk paling terkecil dari

tindakan yang dapat dilakukan terhadap negara dan pemerintahan.

Mempermudah mendapatkan suatu proyek

Seorang pengusaha tentunya menginginkan kegiatan usaha yang dijalani
mengalami kemajuan. Ada beberapa jenis usaha seperti misalnya usaha bidang
produksi atau developer perumahan tidak terlepas dari proses pemenangan
tender suatu proyek, baik dari perusahaan swasta maupun pemerintah.

Dalam suatu tender, mensyaratkan bahwa para peminat harus memiliki
dokumen-dokumen hukum. Tentunya unsur-unsur legalitas yang terkait dengan
kepemilikan suatu badan usaha guna mengikuti pelelangan suatu sarana
perlindungan hukum tender. Kepemilikan dokumen legal tersebut menduduki
posisi pertama. Dengan demikian izin usaha memiliki arti penting bagi suatu
usaha. Pada intinya izin usaha dapat dijadikan sebagai sarana untuk

pengembangan usaha.

Mempermudah pengembangan usaha
Apabila suatu usaha/bisnis yang dirintis telah mencapai perkembangan
yang signifikan, aliran modal dan keuntungan telah mengalir. Konsumen

semakin bertambah dan mulai berkembang menjadi langganan yang fanatik.
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Kondisi demikian dapat dikatakan bahwa usaha tersebut memiliki prospek
yang bagus di masa depan. Kondisi seperti itu tampaknya sangat tepat untuk
ditindaklanjuti dengan suatu ekspansi kekuatan pendukung. Misalnya,
membuka cabang-cabang usaha di beberapa daerah.

Dengan kondisi seperti itu, tentunya memerlukan ketersedian dana segar
untuk merealisasikan keinginan tersebut. Solusinya, meminjam sejumlah dana
kepada bank. Namun, tanpa kelengkapan seperti surat izin usaha dan dokumen
penting lain, tampaknya modal akan sulit didapatkan dari lembaga

keuangan/bank.

Surat izin usaha perdagangan seperti yang dikenal dengan singkatan SIUP
yaitu surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki
oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat Izin Usaha
Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha

perdagangan yang dimiliki pelaku usaha.

Surat Izin Usaha Perdagangan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan
dibutuhkan oleh pelaku usaha baik perseorangan maupun pelaku usaha yang telah
berbadan hukum. Surat Izin Usaha Perdagangan tidak hanya dibutuhkan oleh
usaha berskala besar saja melainkan juga usaha kecil dan menengah, agar usaha
yang dilakukan mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari pihak pemerintah.
Hal ini untuk menghindari terjadi masalah yang dapat mengganggu

perkembangan usaha di kemudian hari.

SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang

ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan
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jasa. SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, Firma, CV, PT,
Koperasi, BUMN, dan sebagainya. SIUP dikeluarkan berdasarkan domisili
pemilik atau penanggungjawab perusahaan. SIUP perusahaan kecil dan menengah
diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten/Kota. Sedangkan SIUP perusahaaﬁ besar diterbitkan dan

ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan wajib untuk
memilki SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ Permendag 46/2009, terdapat
pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro

dengan kriteria:

4. Usaha Perseorangan atau persekutuan;

5. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau
anggota keluarga terdekat; dan

6. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk

tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP

apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan
melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus
Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan
dalam Lampiran II Permendag 36/2007. SIUP berlaku selama Perusahaan
Perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan Perdagangan sebagaimana
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dimaksud wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat

penerbitan SIUP.

SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau
Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai. Pihak
ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa
yang bermeterai dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung
Jawab Perusahaan Perdagangan.

Pedagang ataupun pelaku usaha yang ingin memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan harus memenubhi syarat syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Dacrah, termasuk bagi pedagang yang ingin mengurus Izin Usaha Kios/Lods.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah akan memfasilitasi setiap
permohonan izin yang masuk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Langkat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Pemerintah Kabupaten Langkat.

Bidang Perdagangan merupakan salah satu bidang di Dinas Perindustrian
dan Perdagangan selain mempunyai tugas memfasilitasi permohonan izin usaha
sebagaimana dimaksud di atas, Bidang ini juga diberi wewenang melakukan
pembinaan, pengelolaan dan penataan pasar tradisional yang dikelola oleh
pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan ini, Dinas I.’erindustrian dan
Perdagangan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor
13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dan diteruskan dengan
Peraturan Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis

Opersional Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun
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2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Peraturan Bupati ini mengatur tentang
kewajiban setiap pedagang selaku pelaku usaha yang mempergunakan fasilitas
pasar, agar mempunyai izin penggunaan fasilitas berupa kios, Lods dan pangkalan
getah.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan izin bagi kelangsungan suatu
usaha, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana proses pengurusan
izin usaha di daerah, terutama di Kabupaten Langkat. Alasan Peneliti memilih
lokasi penelitian di Kabupaten Langkat adalah karena Kabupaten Langkat yang
terdiri dari 23 kecamatan merupakan kabupaten yang memiliki wilayah yang luas
dan terdapat banyak pasar tradisional. Di Kabupaten Langkat terdapat 26 pasar
tradisional dimana mayoritas pedagang kios/lods di pasar tradisional tersebut telah
melakukan pengurusan Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan
Industri Kabupaten Langkat. Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk
mengetahui dan meneliti bagaimana “PROSES PENGURUSAN IZIN USAHA
PEMAKAIAN KIOS/LODS PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KABUPATEN LANGKAT*.

1.2: Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis mengidentitikasi masalah
sebagai berikut:
a. Banyaknya pedagang belum memahami pentingnya surat izin usaha
pemakaian kios/lods.
b. Masih banyak pedagang yang belum memiliki surat izin usaha pemakaian

kios/lods di Kabupaten Langkat.
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c. Banyak pedagang yang tidak memahami bagaimana proses pengurusan
izin usaha pemakaian Kios/lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Langkat.

1.3. Pembatasan Masalail
Dari uraian di atas, untuk menghindarkan penelitian yang terlalu luas,
maka penulis membuat pembatasan masalah khusus pada proses pengurusan
izin usaha pemakaian kios/lods di lingkungan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Langkat.

1.4. Perumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
“Bagaimana proses pengurusan 1zin usaha penempatan fasilitas pasar berupa

kios/lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat”.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena berkaitan erat dengan perumusan
masalah dan judul dari penelitian ini sendiri, oleh karena itu penelitian
mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini.
Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahi sejaumana proses
pengurusan surat izin usaha pemakaian kios/lods di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Langkat.
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1.6.Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian mengandung dia manfaat penelitian, yaitu

manfaat teoritis dan Praktis :

Manfaat Teoritis

Manfaat ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang
disebut dengan penelitian verifikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu
muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-
kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori
tersebut bisa melalui secara praktis.

Manfaat Peneliti Teoritis, Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan
konsep dalam proses pengurusan surat izin usaha pemakaian kios/lods
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, Hasil
penelitian ini diharapkan menjadi sumber pustaka dan informasi bagi para

pihak yang berkepentingan

Manfaat Praktis

Dilain sist, penelitian ini juga berguna untuk memecahkan permasalahan

praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai dimasyarakat seperti

lembaga Pemerintahan maupun lem.baga swasta, adapun manfaan

penelitian Praktis ini adalah sebagai berikut :

a. dapat membantu para pedagang atau usaha-usaha baru yang ingin
membuat izin usaha dan bisa mengetahui apa-apa saja yang diperlukan

dalam membuat izin usaha.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 21/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixecrsita%Med n Area

cess From (repository.uma.ac.id)21/8/24



Renida - Proses Pengurusan Surat Izin Usaha Pemakaian Kios/Lods Pada DInas Perindustrian dan Perdagangan...

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unixeclé%ié[g%llylo%i {}e%%es?tory uma.acid)21/8/24



Renida - Proses Pengurusan Surat Izin Usaha Pemakaian Kios/Lods Pada DInas Perindustrian dan Perdagangan...

BAB 11

LANDASAN TEORI

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana
hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam
suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang
saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara
beberapa variabel yang diobservasi

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan
alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu
berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus
berlandaskan fakta empiris karena tuijuan utamanya adalah menjelaskan dan
memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang
baik akan membantu mengarahkan si peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena
yang diteliti.

Fungsi teori dalam penelitian adalah membantu peneliti menerangkan
fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Teori adalah himpunan
konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan
sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk
menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Singarimbun (2006) menjelaékan, teori mempunyai peranan yang besar
dalam penelitian, karena teori mengandung tiga hal: Pertama, teori adalah
serangkaian proposisi atau konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori
menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan
hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dengan cara

menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan
bagaimana bentuk hubungannya.
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Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang berguna sebagai
pendukung pemecahan masalah, untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori yang
memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah
penelitian akan disoroti (Nawawi, 1995: 40). Berdasarkan definisi kerangka teori
di atas, maka untuk memberikan bobot ilmiah penulisan penelitian ini didukung
oleh Teori Izin, Teori Usaha, Teori Izin Usaha, Teori Pasar Modern dan

Tradisional, serta Teori Kios dan Lods.

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami
atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya
lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh
perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah

pengaruhnya. Bandingkan dengan pengolahan.

Definisi lain dari proses adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait
atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output Kegiatan ini memerlukan
alokasi sumber daya seperti orang dan materi. Input dan output yang dimaksudkan
mungkin tangible (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau tidak berwujud
(seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah

atau polusi.

IL.1. Pengertian Izin
Izin mempunyai makna beraneka ragam sesuai bidangnya. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia izin memiliki arti pernyataan mengabulkan

(tidak melarang dsb), persetujuan membolehkan: ia telah mendapat.
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memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning) (E.

Utrecht, 1957, hal. 187).

4. Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
Avyat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan
untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

5. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :
[zin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada
suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang
yang bersangkutan berbunyi “dilarang tanpa izin...(melakukan)...dan
seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian
syarat-syarat, Kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon
untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan
prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat

administrasi negara yang bersangkutan.

6. Philipus M. Hadjon menyatakan :
Dari sisi masyarakat, tujuannya agar adanya kepastian hukum, agar adanya
kepastian hak untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Perizinan selain
berfungsi untuk kepentingan pemerintah, juga berfungsi untuk melindungi

kepentingan masyarakat.

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam hal wewenang pemberian

izin merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan pusat
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kepada pemerintahan daerah, dalam hal pelimpahan wewenang pemberian
izin ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan

Daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas Pemerintahan.

Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) dan
ayat (2) di atas oleh Pemerintah Kabupaten Langkaty, dapat dilihat dengan
adanya pengaturan khusus mengenai izin tempat usaha di Kabupaten
Langkat, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 27
Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha. Melalui izin tempat usaha ini, maka
pengaturan tentang mendirikan ataupun dalam hal retribusi di Kabupaten
Langkat diataur sesuai dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, setiap
kegiatan mendirikan penggunaan tempat usaha di Kabupaten Langkat harus

memiliki izin dari Bupati Langkata atau pejabat yang berwenang.

Pengertian izin menurut definisi penulis yaitu perkenan atau
pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti
memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Izin menurut Prof.
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telah dicita — citakan/tujuan yang ingin dicapai. Menurut Harmaizar (2006),
Usaha/perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap
dan terus menerus agar mendapatkan keuntungan, baik yang dilakukan oleh
individu maupun kelompok yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan

hukum, didirikan dan berkedudukan di suatu tempat.

Menurut Harmaizar Z dalam buku "Menangkap peluang Usaha" Usaha
atau dapat juga disebut suatu perusahaan adalah suatu bentuk usaha yang
melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan
memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk
badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu

negara.

I1.3. Izin Usaha

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari
pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatan usaha oleh seorang
pengusaha atau suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang
adalah suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan
menerbitkan izin -izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, maka
setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi

pemerintah yang sesuai dengan bidangnya.

I1.4. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )

Untuk Mendirikan sebuah usaha khususnya di sektor perdagangan di

perlukan sebuah surat izin usaha perdagangan atau yang lebih dikenal dengan
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singkatan SIUP. SIUP adalah surat izin untuk dapat menjalankan sebuah
usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki setiap orang yang memiliki usaha,
karena surat tersebut berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha
yang Anda dirikan. Surat izin dari pemerintah tersebut dibutuhkan oleh
pelaku usaha perseorangan maupun pelaku usaha yang telah berbadan
hukum. Tidak hanya usaha berskala besar saja yang membutuhkan izin
mendirikan usaha, usaha kecil juga membutuhkan adanya surat izin usaha
perdagangan agar usaha yang dijalankan mendapatkan pengakuan dan
pengesahan dari pihak pemerintah. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi

masalah yang dapat mengganggu perkembangan usaha.

Pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk
dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap perusahaan,
koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan, yang melakukan
kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan
berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik

Indonesia.

SIUP (Surat Izin Usaha Dagang) adalah Surat Izin untuk mendirikan Usaha
yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP atau Surat Izin
Usaha Dagang biasanya digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha
dibidang Perdagangan Barang/Jasa di Indonesia sesuai dengan KLUI

“Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia”.
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Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdangangan wajib untuk memilki
SIUP. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ Permendag Nomor 46 Tahun
2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan

Perdagangan Mikro dengan kriteria:
a. Usaha Perseorangan atau persekutuan;

b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau

anggota keluarga terdekat; dan

c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk

tanah dan bangunan.

Namun, Perusahaan Perdagangan Mikro tetap dapat memperoleh SIUP

apabila dikehendaki oleh Perusahaan tersebut.

Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan
melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus
Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang

disyaratkan dalam Lampiran II Permendag No. 36 tahun 2007.

IL5. Pasar Modern dan Tradisional

Pasar Modern dan Tradisional Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 11 2
Tahun 2007 menyatakan bahwa Dalam Perpres tersebut juga disebutkan
bahwa toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual
berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk minimarket, supermarket,
ataur de;artmer;t 7store. Daﬁ 5151 kelembagaan, perBedaan karakteristik
pengelolaan pasar modern dan pasar tradisional nampak dari lembaga

engelolanya. Pada pasar tradisional, kelembagaan pengelola umumnya
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keramaian dari keberadaan pasar. Menurut Damsar (2009) istilah pasar
dalam kajian sosiologi ekonomi diartikan sebagai salah satu lembaga
paling penting dalam institusi ekonomi yang menggerakkan dinamika
kehidupan ekonomi, berfungsinya pasar tidak terlepas dari aktivitas
yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Aspek yang tidak kalah
menarik dalam pasar tradisional adalah aspek ruang dan waktu serta
tawar-menawar yang terjadi di pasar. Ada beberapa faktor ekonomi

yang berperan dalam pasar modern maupun tradisional yaitu :

1.6 Pembeli

Menurut Damsar (2009) ada beberapa tipe pembeli yaitu:

1) Pengunjung yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar tanpa mempunyai
tujuan untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu barang atau jasa.
Mereka adalah orang - orang yang menghabiskan waktu luangnya di
lokasi pasar.

2) Pembeli yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud
untuk membeli suatu barang atau jasa, tetapi tidak mempunyai tujuan
ke mana akan membeli.

3) Pelanggan yaitu mereka yang datang ke lokasi pasar dengan maksud
membeli sesuatu barang atau jasa dan punya arah tujuan yang pasti
kemana akan membeli. Seseorang yang menjadi pembeli tetap dari
seorang penjual tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses
interaksi sosial. Tawar-menawar antara penjual dan pelanggan dapat
dikatakan jarang terjadi, karena penjual telah menetapkan harga yang

keuntungannya mendekati batas margin.
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11.7. Pedagang
Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjualbelikan Produk
atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sosiologi ekonomi membedakan pedagang berdasarkan
penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan
dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan studi sosiologi
ekonomi tentang pedagang yang telah dilakukan oleh Geertz dalam Damsar

(2009) dapat disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas :

1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktivitas
perdagangan merupakan sumber utama dan satu - satunya bagi ekonomi
keluarga.

2) Pedagang semi profesional adalah pedégang yang mengakui
aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil
perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang dan masyarakat.

3) Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau
barang dari hasﬂ aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi
rumah tangga.

4) Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan
karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu
luang. Pedagang jenis ini tidak mengharapkan kegiatan perdagangan
sebagai sarana untuk memperoleh u;'mg, malahan mungkin saja

sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.
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Metode pelayanan yang digunakan di pasar tradisional adalah tawar
menawar dimana harga terbentuk melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli
Sebagian besar tempat berjualan yang ditempati oleh pedagang di Pasar pasti
berbentuk kios dan los yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Di dalam Pasar
pasti terdapat ke empat jenis pedagang seperti yang telah dipaparkan di atas yaitu

meliputi pedagang profesional, semi profesional, subsistensi serta pedagang semu.

11.8 Pelayanan Publik (Public Service)
Pelayanan publik dalam perkembangannya sangat identik dengan hubungan
antara pemerintah dan yang di perintah, dimana pemerintah melaksanakan
kewajibannya untuk melayani masyarakat baik itu barang maupun jasa yang
sudah menjadi hak masyarakat. Dalam pelaksanaannya pelayanan publik
selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak dapat di pisahkan satu

dengan yang lainnya.

Pamudji (1994 : 21) mengemukakan “pelayanan publik adalah berbagai
kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-
barang dan jasa-jasa”. Dalam penjelasannya Pamuji berpendapat bahwa
pelayanan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
akan suatu barang dan jasa yang di berikan oleh pemerintah kepada
masyarakat dalam hal ini adalah hubungan antara pemerintah dan yang
diperintah guna mencukupi dan memenuhi kebutuhan dan keperluan yang di
butuhkan. Hal serupa juga di dikemukakan oleh Widodo (2001 : 269) bahwa :
”Pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
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dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan”. seperti yang
dikemukakan oleh Pamuji, Widodo juga mengemukakan pendapat yang
sama, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan antara pemerintah dan
masyarakat yang di perintah guna melayani orang atau masyarakat guna
memenuhi keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan pada suatu

organisasi tertentu.

Dua pendapat diatas menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan
antara pemerintah dan yang di perintah dalam memberikan pelayanan yang
dilayanin untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun kelompok
masyarakat tertentu kepada suatu organisasi tertentu sesuai dengan aturan
yang berlaku. Pendapat lainnya yaitu dikemukakan oleh Boediono (2003)
yang menyatakan bahwa: “Pelayanan pelanggan adalah upaya atau proses
yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar
produk/jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian/penyajian
pelayanan kepada pelanggan sehingga tercapai kepuasaan optimal bagi

pelanggan”.

Ndraha (1997) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat oleh pemerintah
merupakan segala sesuatu kegiatan yang terkait atas hak terlepas dari
persoalan sang pengguna layanan tersebut memiliki kewajiban maupun tidak.
Yang pelayanannya harus di penuhi oleh pemerintah. Jadi dalam
pelaksanaannya pemerintah harus memberikan pelayanan kepada masyarakat
tanpa harus melihat si pengguna layanan tersebut memiliki kewajiban

maupun tidak. Beberapa definisi di atas selalu berkaitan antara pemerintah
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dan yang di perintah dalam hal ini adalah masyarakat pengguna layanan
publik. Dalam konteks hubungan pemerintah dengan masyarakat Saefullah
berpendapat bahwa: “pelayanan publik (public service) adalah pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau
secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Karenanya birokrasi
public (pemerintah) berkewajiban untuk memberikan layanan publik yang
baik dan profesional”. Saefullah (1999) berpendapat yang berhak dalam
mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah merupakan mereka yang
menjadi warga Negara atau secara sah menjadi penduduk Negara yang
bersangkutan oleh karena itu pemerintah dalam hal ini yang memberikan
pelayanan harus dapat memberikan pelayanan yang baik dan juga
professional sehingga pelayanan publik dapat menjadi optimal dan efektif.
Perkembangan konsep pelayanan, seiring dengan reformasi di sector publik/
pemerintahan yang mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan pelayanan
yang dilakukan di sektor privat/ bisnis dalam rangka persaingan untuk
memberikan yang terbaik kepada masyarakat, masyarakat mulai ditempatkan
bukan hanya sebagai penerima pelayanan mengikuti kemauan yang member
pelayanan, tetapi masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan atau konsumer,
yang menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
maupun swasta itu baik ataupun tidak. Berdasarkan berbagai konsep tersebut
di atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-
kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi
pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak hak yang dimiliki oleh
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masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan

kios dan lods.

Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan
Bupati Langkat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang petunjuk tekhnis operasional.
di dalam Keputusan Menpan Nomor 63 tentang pedoman umum
penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan bahwa penyelenggaraan

pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan

mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan
e persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik
e unit kerja /pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan /sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik.

e Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran

3. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu

yang telah ditentukan.

4. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah sesuai

dengan keperuntukan yang diinginkan oleh masyarakat.
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Sikap pedagang yang tidak ingin mengurus izin ini tentunya merupakan
hal yang beresiko. Karena izin adalah hal yang penting, menurut Adrian Sutedi
izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau
Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan peraturan pemndang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya
adalah sebagai dispensasi atau pelepasan / pembebasan dari suatu larangan.
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (8,9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 Ayat (8), Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti
legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Atas dasar itulah peneliti merasa perlu meneliti mengenai bagaimana
proses pengurusan izin usaha kios/lods di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Langkat. Sehingga nantinya bisa dijadikan dasar ataupun saran dan
masukan kepada pedagang-pedagang yang belum melakukan pengurusan izin

usaha.
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BAB 111

METODE PENELITIAN

I11.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana
penelitian akan dilakukan. Adapuh tempat penelitian yang akan dilakukan
oleh penulis berlokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Langkat

Adapun fokus penelitian di tempatkan pada Pasar Baru Stabat dan
Pasar Tanjung Pura dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Langkat. Dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat
banyak bersentuhan dengan masyarakat khususnya para pedagang, terutama
masyarakat yang bermaksud mengurus surat [zin Usaha Pemakaian Kios dan
Lods karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Langkat disini
merupakan leading sector dalam hal pengurusan suarat Izin usaha pemakaian

kios dan lods di pasar baru Stabat dan Pasar tanjung Pura.

IIL.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta
memahami dan menjelaskan Akuntabilitas penyelenggaraan Proses
pelayanan Surat Izin Usaha pemaiakaian kios dan lods di Pasar rakyat yang

ada di Pasar Baru Stabat dan Pasar Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
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penulis juga mewawancarai Fajar Hutagaol, SE sebagai Kepala Bidang
Perdagangan, Muhammad Idris, ST sebagai Kepala Seksi Bina Sarana

Perdagangan, dan Yohanes sebagai staf Seksi Bina Sarana.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian
terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi
dilakukan pada lokasi penelitian dengan mengidentifikasi Akuntabilitas
Penyelenggaraan proses pengurusan izin usaha pemakaian kios dan lods di

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang
mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang

dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku kepustakaan
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori -yang
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber
pada laporan-laporan, skripsi, buku, peraturan perundang-undangan, surat
kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.
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1I1.4. Informan

Nawawi (2008) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan objek
penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-
gejala, nilai test atau pristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki
karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi diartikan sebagai
wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi juga bukan
sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi
keseluruhan karakteristik/sifat yang dimiliki oleh obyek/subyek penelitian
itu. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Pedagang yang telah melakukan
Pengurusan Izin Usaha Kios/L.ods Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Langkat.

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya
hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun

informan yang dimaksud adalah:

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat
2. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdgangan
3. Kepala Seksi dan staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4. Pengguna jasa surat izin usaha pemakaian kios dan lods.
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BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proses Pengurusan Izin Usaha Pemakaian Kios/Lods di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

Secara keseluruhan proses pengurusan perizinan di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat seperti proses pelayanan
perizinan usaha pemakaian kios/lods dimulai dari pemohon datang ke Dinas
Perindustrian dan Perdagangan untuk menyerahkan berkas berkas pengajuan
izin usaha. Kemudia berkas tersebut diperiksa kelengkapannya, apabila telah
memenuhi syarat maka akan diperiksa oleh staf di Bidang Perdagangan
untuk dicetak dan dikeluarkan Surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods nya,
surat izin tersebut kemudian diperiksa secara berjenjang dari staf, Kepala
Seksi, Kepala Bidang lalu Sekretaris untuk dinaikkan kepada Kepala Dinas
guna ditandatangani surat izin usaha dimaksud. Setelah ditandatangani oleh
Kepala Dinas, surat tersebut dikembalikan ke. staf bagian Tata Usaha
kemudian diberi nomor dan distempel lalu staf tata usaha menyerahkan
dokumen tersebut ke Bidang Perdagangan dan diserahkan dokumen asli

surat izin tersebut kepada pemohon.
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Mengenai biaya pengurusan surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods,
Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Langkat tidak mengenakan biaya apapun kepada'pedagang yang mengajukan

permohonan surat [zin Usaha pemakaian Kios/Lods tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi dalam proses pengurusan Izin Usaha
pemakaian Kios/Lods pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Langkat antara lain:

a. Kurang lengkapnya persyaratan administrasi pemohon;

b. Adanya keterbatasan pegawai dalam menangani permohonan izin yang
masuk;

c. Keberadaan pejabat yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan
perizinan yang kadang-kadang sedang dinas keluar sering menyebabkan

keterlambatan suatu permohonan perizinan keluar;

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada proses

pengurusan surat Izin Usaha pemakaian Kios/Lods antara lain:

a. Menyediakan selebaran yang berisi tentang persyaratan pengurusan Izin
Usaha Kios/Lods.

b. Menambah jumlah petugas pada bagian pelayanan izin usaha guna
mendapatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat

c. Bagian pelayanan memberikan kuisioner mengenai kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat secara berkala sesuai

dengan mekanisme yang berlaku;
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d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dapat membuat
standar pelayanan agar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat
sesuai dengan standar pelayanan agar dapat dipedomani kepada masyarakat
khususnya para pembuat izin;

¢. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat melakukan
evaluasi intern terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini
setidaknya sebulan sekali untuk menerima keluhan dan masukan dari
petugas pelayanan;

f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat harus
memperbaiki sarana dan prasarana yang ada agar masyarakat merasa
nyaman dan aman saat mereka berada di Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Langkat.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis
memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan
pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin disampaikan adalah
sebagai berikut:

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat agar membuat bagan
alur pelayanan perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan
pengurusan perizinan tidak merasa kebingungan ketika pertama kali masuk ke
bagian ruang pelayanan dan mempermudah pagi masyarakat dalam melengkapi

dokumen pengurusn izin;
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